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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal 

Ombudsman Republik Indonesia berperan penting dalam meningkatkan 

produktivitas pegawai. Implementasi program K3 telah memberikan kontribusi 

positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan 

kerja. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

kendala yang perlu diperhatikan, seperti terbatasnya fasilitas pendukung dan 

kurangnya pelatihan intensif yang menghambat efektivitas penerapan K3 

secara keseluruhan. Meskipun program K3 telah berjalan, masih terdapat 

kesenjangan dalam penerapannya di berbagai bagian biro. Beberapa hal 

menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur K3 masih 

perlu ditingkatkan. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan penguatan program K3 di seluruh lingkungan Biro Sumber 

Daya Manusia dan Umum. Upaya ini harus mencakup perbaikan fasilitas 

yang mendukung keselamatan kerja, seperti peningkatan kualitas peralatan 

keselamatan dan pembaruan fasilitas kerja. Program K3 yang lebih 

terintegrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan 

kondusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pegawai. 

2. Biro SDMU memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan 

untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya 

penerapan K3. Pelatihan harus mencakup prosedur keselamatan, 

penggunaan peralatan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat. Hal 

ini juga akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar 
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keselamatan yang berlaku. 

3. Biro SDMU mengadakan sosialisasi berkala untuk memberikan bekal 

pengetahuan atau keterampilan kepada pegawai dan penegakan sanksi 

bagi pegawai yang melanggar program K3 agar pembentukan budaya 

pemahaman yang konsisten tentang pentingnya K3 untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

4. Ombudsman RI perlu menyusun kebijakan K3 yang spesifik dan terperinci 

untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh lingkungan kerja. 

Kebijakan ini harus mencakup pedoman operasional, tanggung jawab 

setiap pihak, dan prosedur penanganan darurat. Dengan kebijakan yang 

jelas, seluruh pegawai akan memiliki panduan yang tegas mengenai 

standar keselamatan yang harus dipatuhi. 

5. Biro SDMU Ombudsman RI perlu melakukan penyusunan peraturan 

tentang K3 untuk menunjang kesejahteraan pegawai sebagai upaya 

kepedulian terhadap lingkungan kerja yang baik agar meningkatkan 

kesadaran pegawai terhadap pentingnya program K3, hal ini bisa dengan 

surat edaran atau peraturan resmi ombudsman RI terkait program K3. 

6. Biro SDMU melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti 

kemenaker untuk membantu meningkatkan kualitas implementasi K3. 

Kerja sama ini dapat berupa pelatihan tambahan, audit eksternal, atau 

pengadaan alat keselamatan sehingga standar keselamatan di Ombudsman 

RI dapat terus ditingkatkan. 

7. Peran pimpinan dalam mengawasi dan mendukung implementasi K3 

sangatlah krusial. Pimpinan harus menjadi contoh dalam mematuhi 

prosedur K3 dan memastikan bahwa kebijakan keselamatan diterapkan 

secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Keterlibatan pimpinan juga 

akan memberikan motivasi tambahan bagi pegawai untuk lebih patuh 

terhadap standar keselamatan. 
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